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ABSTRAK :   Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, 

mudah dan cepat, serta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan akun media 

sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Karangasem, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang penetapan akun media sosial resmi 

jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Karangasem. 

  

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah 

: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan  dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis 



Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 218 

Tahun 2013); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1505); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 542/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Teknis Pelaksanaan Program 

Badan Kordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 

tentang Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 15/HK.03.2/5107/2022 diatur 

tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi 

Hukum (Jdih) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem. 

CATATAN :    -   Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Januari 

2022 

                       -   Lampiran 3 lembar 


